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ABSTRAK 

Pemerintahan Kabupaten Kampar khususnya Sekretariat Daerah melakukan disiplin 

karyawan untuk meningkatkan kualitas ASN. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan 

faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakdisiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 dan mendeskripsikan upaya pemerintah Kabupaten 

Kampar dalam peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kampar Tahun 2022. Metode yang digunakan pada pennelitian ini adalah metode 

kualitatif, dengan pendekatan penelitian deskriptif, lokasi penelitian ini dilakukan di Kampar, 

Provinsi Riau khususnya di Kantor Sekretariat Kabupaten. Penelitian ini menggunakan dua jenis 

data, yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara dan dokumen, teknik analisis data adalah mendeskripsikan fenomena, 

mengklasifikasikannya, dan melihat bagaimana konsep-konsep yang muncul saling berkaitan. 

Temuan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah terdapat 3 indikator kedisiplinan kerja yaitu 

Disiplin Waktu, yaitu menerapkan sistem absensi elektronik, pemotongan TPP sebesar 5% 

perharinya jika. Disiplin Peraturan (regulatory discipline) ketaatan terhadap jam kerja, etika kerja, 

prosedur operasional standar (SOP), dan Disiplin Tanggungjawab (responsible discipline) 

ketepatan tugas yang dilakukan oleh ASN, dan adanya sanki yang diberikan kepada ASN yang 

tidak tanggung jawab atas kinerja yang diberikan kepada ASN sebelumnya. 

Kata kunci : Disiplin waktu, disiplin aturan, discipline tanggung jawab, Fingerprint, 

ketepatan 

 

ABSTRACT 

 

The Kampar Regency Government, particularly the Regional Secretariat, implements employee 

discipline to improve the quality of ASN. The purpose of this research is to describe the factors 

influencing the indiscipline of State Civil Apparatus (ASN) in the Regional Secretariat of 

Kampar Regency in 2022 and to describe the efforts of the Kampar Regency Government in 

enhancing the discipline of State Civil Apparatus (ASN) in the Regional Secretariat of Kampar 

Regency in 2022. The method used in this research is qualitative, with a descriptive research 

approach, and the research location is in Kampar, Riau Province, specifically at the District 

Secretariat Office. This research uses two types of data, namely primary data and secondary 

data. The data collection techniques used are interviews and documents, while the data analysis 

technique involves describing phenomena, classifying them, and examining how the emerging 
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concepts are interconnected. The findings obtained in this study are that there are 3 indicators of 

work discipline, namely Time Discipline, which includes implementing an electronic attendance 

system, a 5% deduction from TPP per day if. Regulatory Discipline refers to adherence to 

working hours, work ethics, standard operating procedures (SOP), and Responsible Discipline 

pertains to the accuracy of tasks performed by ASN, along with sanctions imposed on ASN who 

are not accountable for their performance.  

Keywords: Time discipline, rule discipline, responsibility discipline, fingerprint, accuracy 

 

Pendahuluan 

Aparatur Sipil Negara (ASN) merujuk 

kepada seluruh pegawai yang bekerja dalam 

lingkup instansi pemerintah, baik di tingkat 

pusat maupun daerah. ASN memiliki tugas 

utama dalam melaksanakan kebijakan 

pemerintah dan menyelenggarakan 

pelayanan publik. Mereka berasal dari 

berbagai latar belakang profesi dan 

bertanggung jawab atas berbagai sektor, 

seperti pendidikan, kesehatan, administrasi, 

dan lainnya. ASN memiliki peran penting 

dalam pemerintahan daerah karena mereka 

menjadi tulang punggung dalam 

menjalankan roda pemerintahan lokal. 

Keberhasilan implementasi program 

pembangunan, pengelolaan keuangan 

daerah, serta penyelenggaraan pelayanan 

publik sangat bergantung pada kinerja dan 

dedikasi ASN. Melalui profesionalisme 

dan kompetensi, ASN dapat membantu 

menciptakan lingkungan 

pemerintahan yang efektif dan efisien, 

meningkatkan kualitas pelayanan publik, 

serta mendukung visi dan misi pemerintah 

daerah untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat setempat. Dengan demikian, 

pentingnya ASN dalam pemerintahan 

daerah tidak hanya terletak pada 

pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga 

pada kontribusinya dalam mewujudkan 

pembangunan yang berkelanjutan dan 

pelayanan publik yang berkualitas. 

Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan 

sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas 

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan 

dan pembangunan nasional melalui 

pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik 

yang profesional, bebas dari intervensi 

politik, serta bersih dari praktik korupsi, 

kolusi, dan nepotisme (Undang-undang 

Nomor 20 Pasal 12 tahun 2023). Kinerja 

aparatur sangat mempengaruhi proses 

pencapaian kerja organisasi. Dalam sebuah 

organisasi, pegawai merupakan sumber 

daya penggerak dan komponen paling 

penting dalam menghidupkan dan 

mewujudkan tujuan-tujuan organisasi. 

Kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti lingkungan kerja, motivasi, dan 

disiplin kerja (Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-

undang 1945 tentang Aparatur Sipil 

Negara).Jumlah unit kerja yang berada di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar 

terdiri dari 12unit kerja. Struktur Sekretariat 

Daerah pada masa periode Catur Sugeng 

Susanto sampai pada masa kepemimpinan 

Pejabat (pj) Bupati Firdaus Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kampar tersebut masih 

sama sampai sekarang. Sekretariat Daerah 

merupakan unsur pembantu pimpinan 

Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipimpin 

oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati. 

Sekretariat Daerah Kabupaten bertugas 

membantu Bupati dalam melaksanakan 

tugas penyelenggaraan pemerintahan, 

administrasi, organisasi dan tata laksana 

serta memberikan pelayanan administrasi 

kepada seluruh Perangkat Daerah 

Kabupaten (Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kampar Tahun 2022). 

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
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berjumlah 143 Orang di lingkungan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar pada 

Tahun 2022. Jumlah Aparatur Sipil Negara 

(ASN) dan terbanyak di bagian umum yaitu 

97 orang sedangkan Aparatur Sipil Negara 

(ASN) terkecil di bagian Administrasi 

Pembangunan yaitu sebanyak 13 orang 

dengan jumah keseluruhan Aparatur Sipil 

Negara (ASN) sebanyak 321 orang di 

Sekretariat Daerah di Kabupaten Kampar. 

Akan tetapi masih banyak Aparatur Sipil 

Negara (ASN) yang melalaikan tugas 

sebagai pegawai dikarenakan tidak masuk 

kantor. 

Berdasarkan berita di atas Aparatur 

Sipil Negara (ASN) di Sekretariat Daerah 

di Kabupaten Kampar tidak masuk kerja 

tanpa alasan yang jelas ketidakhadiran ini 

membuat Pemerintahan Kabupaten Kampar 

melakukan inspeksi mendadak (sidak) 

terhadap kehadiran Aparatur Sipil Negara 

(ASN) di setiap pimpinan Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten 

Kampar. Banyak Aparatur Sipil Negara 

(ASN) tidak disiplin dalam melaksanakan 

tugas. Disiplin mempunyai dampak kuat 

terhadap suatu organisasi untuk mencapai 

keberhasilan dalam mengejar tujuan yang 

direncanakan. Apabila disiplin pegawai 

semakin tinggi maka tujuan dari organisasi 

akan tercipta dengan hasil yang optimal 

(inforiau.com 2023). Namun sebaliknya 

apabila disiplin rendah maka menghasilkan 

inefisiensi dan bukan efisiensi. Di samping 

itu, selain berdampak pada kinerja ASN 

tentu bisa berdampak juga hingga ke 

pelayanan publik kepada masyarakat jika 

kedisiplinan terkait kehadiran masih 

menjadi masalah yang belum terselesaikan. 

Maka perlu kehadiran pemerintah dalam 

upaya membenahi kedisiplinan Aparatur 

Sipil Negara (ASN) sehingga dapat 

meminimalisir ASN yang melanggar 

aturan, yang tidak bertanggung jawab atas 

pekerjaan ataupun ASN yang lalai dalam 

bekerja. 

Pendisiplinan pegawai adalah suatu 

bentuk pelatihan yang berusaha 

memperbaiki dan membentuk pengetahuan, 

sikap serta perilaku karyawan. Maka para 

karyawan tersebut secara sukarela berusaha 

bekerja secara kooperatif dengan para 

karyawan yang lainnya. Sehingga dapat 

meningkatkan prestasi kerjanya yang 

tertuang di dalam Peraturan Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil yang telah diatur pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 pada 

Tahun 1980 mengenai Peraturan Disiplin 

Pengawai Negeri Sipil yang kemudian 

disusun ulang pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 53 Tahun 2010 pada Peraturan 

Disiplin PNS mengenai ketentuan 

kewajiban, larangan, hukuman, keberatan, 

dan lain sebagainya. Melalui peraturan 

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 

tentang peraturan PNS mengenai ketentuan 

kewajiban, larangan, hukuman, keberatan 

dan lainnya, pegawai memiliki batasan 

sekaligus anjuran dalam bersikap. Pegawai 

harus bekerja secara disiplin dan optimal 

dalam rangka mencapai suatu tujuan 

organisasi. Masalah yang dialami oleh 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar 

adalah kinerjam Aparatur Sipil Negara 

(ASN) tidak sesuai dengan peraturan 

disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berikut 

Presensi Aparatur Sipil Negara (ASN): 

Ketidakhadiran yang paling tinggi 

terjadi pada bulan Agustus yaitu 2926 kali, 

sedang jumlah kehadiran tertinggi terjadi 

pada bulan Desember 4028 Kali. Dari tabel 

di atas, mengesahkan bahwa tingkat 

kedisiplinan di Sekretariat Kabupaten 

Kampar sangat memprihatinkan, perilaku 

ketidakdisiplinan ini sudah melanggar Pasal 

2 Peraturan Bupati Kampar Nomor 26 

Tahun 2011 Tentang Disiplin Jam Kerja 

Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kampar. Peraturan 

ini merupakan pegangan dan pedoman bagi 

seluruh pejabat struktural dalam 

pelaksanaan disiplim di lingkungan unit 
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kerja masing-masing satuan kerja 

pemerintah daerah, namun Sekretariat 

Daerah Kampar tidak mengindahkan 

Peraturan Bupati Kampar ini. Sehingga 

banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak 

melaksanakan tugasnya sehingga perlu 

diberikan suatu pengawasan oleh pihak 

pimpinan, karena dengan adanya 

pengawasan maka akan tercipta suatu 

kedisiplinan kerja bagi karyawan. 

Namun walaupun sudah dikenakan 

sanksi kepada pegawai Aparatur Sipil 

Negara (ASN) yang bolos dan datang 

terlambat akan tetapi tidak menimbulakn 

efek jera kepada Aparatur Sipil Negara 

(ASN). Sebagaimana hasil pengamatan 

yang penulis lakukan pada Kantor 

Sekretariat Kabupaten Kampar menujukan 

terdapat berbagai permasalahan yang 

mengakar pada instansi terkait kedisiplinan. 

Pemberian sanksi kepada Aparatur Sipil 

Negara (ASN) yang bolos dan datang 

terlambat akan tetapi tidak menimbulakn 

efek jera kepada Aparatur Sipil Negara 

(ASN). Sebagaimana hasil pengamatan 

yang penulis lakukan pada Kantor 

Sekretariat Kabupaten Kampar menujukan 

terdapat berbagai permasalahan yang 

mengakar pada instansi terkait kedisiplinan 

yaitu. Berikut fenomena masalah yang 

terjadi: 

1. Rendahnya kualitas disiplin di 

setiap instansi sehingga 

menyebabkan pelayanan publik 

yang kurang berkualitas yamg 

ditunjukkan dalam jumlah 

ketidakhadiran pada bulan Agustus 

2022 yakni sebesar 2926 kali. 

2. Kuarang disiplinya Karyawan dalam 

bekerja. 

3. Pembinaan, pengawasan dan sanksi 

yang dilakukan dan dijatuhkan 

selama ini tidak berjalan optimal. 

Yang ditunjukkan melalui 

pemotongan Tambahan Penghasilan 

Pegawai (TPP) dan pembatalan 

pembayaran gaji. 

Berdasarkan masalah yang 

teridentifikasi, yaitu rendahnya disiplin 

di setiap instansi yang menyebabkan 

pelayanan publik kurang berkualitas, 

terbukti dengan 2926 kali ketidakhadiran 

pada bulan Agustus 2022, serta 

kurangnya disiplin karyawan dalam 

bekerja dan pembinaan, pengawasan, 

serta sanksi yang belum berjalan 

optimal, terlihat dari pemotongan 

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) 

dan pembatalan pembayaran gaji, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian 

berjudul “Upaya Sekretariat Daerah 

Dalam Peningkatan Disiplin Aparatur 

Sipil Negara (ASN) Di Kabupaten 

Kampar Tahun 2022” Penelitian ini 

dilakukan dalam melihat persoalan 

disiplin ASN guna meningkatkan 

kualitas pelayanan publik. 

 

Metode Penelitian 

Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu 

dalam ilmu pengetahuan sosial yang 

secara fundamental bergantung dari 

pengamatan pada manusia baik dalam 

kawasannya maupun dalam 

peristilahannya (Siagian, 2019). 

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. 

Langkah ini peneliti harus 

mendeskripsikan suatu objek, fenomena, 

atau setting sosial yang akan dituangkan 

dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti 

dalam penulisannya data dan fakta yang 

dihimpun berbentuk kata atau gambar 

dari pada angka. Dalam penulisan 

penelitian kualitatif berisi kutipan-

kutipan data yang diungkap di lapangan 

untuk memberikan dukungan terhadap 

apa yang disajikan. Lokasi penelitian ini 

dilakukan di Kampar, Provinsi Riau 
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khususnya di Kantor Sekretariat 

Kabupaten. Kantor Sektetariat Dearah 

Kabupaten Kampar ini ditetapkan 

sebagai lokasi penelitian dan objek 

penelitian dikarenakan Sektetariat 

Dearah Kabupaten Kampar 

ketidakhadiran Aparatur Sipil Negara 

(ASN) yang tinggi 2926. 

Sumber data dalam penelitian ini 

atau bisa disebut dengan informan 

penelitian. Informan adalah orang yang 

menjadi sumber data dalam penelitian 

atau narasumber. Analisis data adalah 

proses mencari dan Menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain sehingga dapat mudah 

dipahami dan dapat di informasikan 

kepada orang lain (Sugiarto, 2015). 

Teknik data pada penelitian ini 

menggunakan wawancara dan 

dokumentasi, dan analisis data yang 

dilakukan adalah mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain sehingga dapat mudah 

dipahami dan dapat di informasikan 

kepada orang lain (Sugiarto, 2015). 

Hasil dan Pembahasan 

Upaya Sekretariat Daerah Dalam 

Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil 

Negara (ASN) Di Kabupaten Kampar 

Tahun 2022 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji dan menganalisis berbagai 

upaya yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Kampar dalam meningkatkan 

disiplin kerja Aparatur Sipil Negara 

(ASN) di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kampar selama periode 2022. Dalam 

melaksanakan penelitian ini, teori 

disiplin kerja dari Stephen P. Robbins 

digunakan sebagai kerangka analisis. 

Teori Robbins memberikan panduan 

yang komprehensif mengenai aspek- 

aspek disiplin kerja yang terdiri dari 

disiplin waktu, disiplin peraturan, dan 

disiplin tanggung jawab. Ketiga indikator 

ini dianggap sebagai kunci utama dalam 

menciptakan lingkungan kerja yang 

tertib, profesional, dan produktif. 

1. Disiplin Waktu 

Disiplin waktu adalah kemampuan 

untuk mengatur dan mematuhi jadwal yang 

telah ditetapkan. Ini mencakup datang tepat 

waktu ke tempat kerja atau pertemuan, 

menyelesaikan tugas dalam batas waktu 

yang diberikan, dan mengelola waktu 

secara efektif sepanjang hari. Disiplin 

waktu sangat penting karena membantu 

menjaga keteraturan dan efisiensi dalam 

berbagai aktivitas, baik pribadi maupun 

profesional. Dengan disiplin waktu, 

seseorang dapat menghindari penundaan, 

meningkatkan produktivitas, dan mencapai 

tujuan dengan lebih efektif. Dalam konteks 

profesional, disiplin waktu memiliki peran 

penting dalam memastikan bahwa 

pekerjaan selesai sesuai jadwal dan standar 

yang diharapkan. Di tempat kerja, ketepatan 

waktu dalam menghadiri rapat, 

menyelesaikan proyek, dan memenuhi 

tenggat waktu adalah indikator penting dari 

profesionalisme dan tanggung jawab. 

Ketidakmampuan untuk mematuhi jadwal 

dapat mengganggu alur kerja, menurunkan 

produktivitas, dan mempengaruhi reputasi 

individu atau organisasi. Oleh karena itu, 

banyak perusahaan menerapkan kebijakan 

yang ketat dan sistem pemantauan untuk 

memastikan bahwa karyawan mematuhi 

jadwal kerja yang telah ditetapkan. 

Di luar konteks pekerjaan, disiplin 

waktu juga berdampak pada kehidupan 

pribadi. Dengan mengatur waktu secara 

efektif, seseorang dapat menyeimbangkan 

berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, 

keluarga, dan kegiatan sosial. Ini membantu 

mengurangi stres, meningkatkan 
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kesejahteraan, dan memungkinkan lebih 

banyak waktu untuk aktivitas yang 

menyenangkan atau penting. Secara 

keseluruhan, disiplin waktu adalah 

keterampilan penting yang membawa 

manfaat signifikan dalam berbagai aspek 

kehidupan, membantu mencapai tujuan 

dengan lebih efisien dan menjaga 

keseimbangan hidup yang sehat. Sekretariat 

Daerah Kabupaten Agam juga menerapkan 

disiplin waktu bagi Aparatur Sipil Negara 

(ASN) sebagai bagian dari upaya 

meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. 

Disiplin waktu di sini mencakup kehadiran 

tepat waktu, penggunaan jam kerja secara 

efektif, dan penyelesaian tugas sesuai 

tenggat waktu yang ditetapkan. ASN 

diharapkan untuk masuk kerja dan pulang 

tepat sesuai jadwal yang ditetapkan, serta 

mengelola waktu kerja mereka dengan baik 

untuk memastikan semua pekerjaan selesai 

tepat waktu. 

Tujuan utama dari penerapan 

disiplin waktu ini adalah untuk 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas 

ASN. Dengan mematuhi jadwal kerja, 

ASN dapat menyelesaikan tugas-tugas 

mereka dengan lebih teratur dan terstruktur, 

sehingga dapat memberikan pelayanan 

publik yang lebih baik dan responsif. 

Disiplin waktu juga membantu dalam 

mengurangi penundaan dan memastikan 

bahwa setiap tugas dan proyek dapat 

diselesaikan sesuai dengan rencana, yang 

pada akhirnya meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. 

Selain itu, penerapan disiplin waktu juga 

bertujuan untuk menciptakan budaya kerja 

yang profesional dan bertanggung jawab. 

Dengan membiasakan ASN untuk selalu 

tepat waktu, diharapkan mereka dapat lebih 

menghargai waktu dan tugas mereka, serta 

menjadi teladan bagi rekan kerja lainnya. 

Disiplin waktu juga dapat meningkatkan 

kebersamaan dan kerja sama tim, karena 

semua anggota tim bekerja dalam kerangka 

waktu yang sama, sehingga koordinasi dan 

komunikasi antar anggota tim menjadi lebih 

baik. Secara keseluruhan, disiplin waktu 

merupakan langkah penting dalam 

mewujudkan pemerintahan yang efektif, 

efisien, dan terpercaya di Kabupaten 

Kampar. 

Disiplin karyawan diawali dengan 

penjadwalan kerja yang ketat, di mana jam 

kerja dimulai pukul 07.30 WIB dan 

berakhir pukul 16.00 WIB. Kebijakan ini 

dirancang untuk memastikan semua 

pegawai negeri sipil (PNS) hadir dan 

bekerja sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 

Namun, untuk memastikan kehadiran tepat 

waktu dan meminimalisasi pelanggaran 

disiplin, sistem absensi juga diperkenalkan. 

Awalnya, Setda Kampar menggunakan 

sistem absensi manual, yang sayangnya 

tidak efektif dalam jangka panjang. Banyak 

kasus di mana PNS bisa meminta rekan 

kerja untuk mengisi absen mereka, 

sehingga 

Meningkatkan Absensi Elektronik 

Menyadari kelemahan absensi 

manual, Setda Kampar kemudian beralih 

ke sistem absensi elektronik, yaitu 

fingerprint. Sistem fingerprint ini 

dirancang untuk memastikan bahwa 

hanya PNS yang hadir secara fisik yang 

bisa mencatat kehadiran mereka. 

Langkah ini diambil untuk meningkatkan 

akurasi dan keadilan dalam sistem 

absensi, memastikan bahwa semua PNS 

mematuhi jadwal kerja tanpa ada 

manipulasi. Absensi manual sering kali 

rentan terhadap berbagai bentuk 

kecurangan, seperti titip absen, yang 

dapat merusak integritas dan keadilan di 

lingkungan kerja. Dengan beralih ke 

sistem fingerprint, setiap pegawai harus 

hadir secara fisik untuk melakukan 

absensi, sehingga meminimalkan 

peluang untuk melakukan kecurangan. 

Dengan absensi elektronik, diharapkan 
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tingkat disiplin karyawan dapat lebih 

baik diawasi dan ditingkatkan. Setiap 

individu harus hadir secara fisik untuk 

melakukan absensi, sehingga absensi 

palsu dapat dihindari. Implementasi 

sistem ini adalah bagian dari upaya 

berkelanjutan Setda Kampar untuk 

meningkatkan efisiensi dan integritas 

dalam manajemen kepegawaian. Tidak 

hanya meningkatkan akurasi data 

kehadiran, sistem ini juga mendorong 

para pegawai untuk lebih bertanggung 

jawab terhadap jadwal kerja mereka. 

Dengan demikian, absensi fingerprint 

diharapkan dapat menciptakan budaya 

kerja yang lebih disiplin dan profesional, 

yang pada akhirnya akan berkontribusi 

pada peningkatan kinerja dan pelayanan 

publik yang lebih baik di lingkungan 

Setda Kampar. 

Perekapan Absensi dan teguran dari 

BKPSDM 

Selain penerapan fingerprint, 

terdapat peningkatan peraturan tentang 

kedisiplinan di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kampar. Hal ini bertujuan 

untuk mendisiplinkan seluruh karyawan 

yang bekerja di sana. Peraturan-

peraturan baru ini dirancang untuk 

memastikan bahwa setiap pegawai 

negeri sipil (PNS) mematuhi standar dan 

etika kerja yang telah ditetapkan. 

Dengan penegakan disiplin yang lebih 

ketat, diharapkan setiap karyawan akan 

bekerja lebih bertanggung jawab dan 

profesional, sehingga mengurangi 

pelanggaran dan meningkatkan kinerja 

secara keseluruhan. 

Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kampar memperkenalkan peningkatan 

peraturan ini sebagai bagian dari upaya 

untuk mencapai efisiensi dan efektivitas 

dalam pelayanan publik. Dengan 

peraturan yang lebih jelas dan ketat, 

setiap PNS diharapkan memahami 

pentingnya mematuhi aturan dan 

menjalankan tugas mereka dengan 

integritas. Langkah ini tidak hanya akan 

meningkatkan disiplin kerja, tetapi juga 

menciptakan lingkungan kerja yang lebih 

adil dan transparan. Dengan demikian, 

seluruh karyawan akan termotivasi untuk 

bekerja dengan baik, mendukung tujuan 

organisasi, dan memberikan pelayanan 

yang optimal kepada masyarakat. 

penerapan peraturan bupati tentang 

kedisiplinan di Kabupaten Kampar 

dilakukan dengan serius. Salah satu 

aspek utama dalam menegakkan disiplin 

adalah terkait dengan kehadiran pegawai 

negeri sipil (PNS). Jika seorang PNS 

tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 3 

hari berturut- turut, BKPSDM akan 

merekap absensi perbualannya dari Unit 

Pengelola Data (UPD) dan mengirimkan 

surat teguran secara resmi kepada PNS 

yang bersangkutan. Tindakan ini 

bertujuan untuk memberikan peringatan 

dan mengingatkan PNS akan 

kewajibannya untuk hadir secara teratur 

sesuai jadwal kerja yang telah 

ditetapkan. 

Langkah ini menunjukkan 

komitmen BKPSDM Kabupaten Kampar 

dalam menegakkan aturan dan 

meningkatkan disiplin di kalangan PNS. 

Dengan adanya prosedur yang jelas dan 

tegas seperti ini, diharapkan para PNS 

dapat lebih memahami pentingnya 

kehadiran tepat waktu dan memberikan 

keterangan jika tidak dapat hadir. Selain 

itu, tindakan ini juga bertujuan untuk 

menciptakan lingkungan kerja yang 

profesional dan efisien, di mana setiap 

anggota dapat bertanggung jawab atas 

kinerja dan kehadiran mereka. Dengan 

demikian, upaya ini tidak hanya untuk 

meningkatkan kedisiplinan individu, 

tetapi juga untuk mendukung 

terwujudnya pelayanan publik yang lebih 

baik dan efektif di Kabupaten Kampar. 
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Perekapan absensi ini dilakukan untuk 

mengetahui Aparat Sipil Negara (ASN) 

yang lalai dalam kedisiplinan yaitu jam 

kerja dinas, perekapan ini dapat melihat 

ASN yang telat datang kekantor, yang 

izin sakit ataupun yang tidak hadir tanpa 

keterangan, dengan adanya perekapan ini 

BKPSDM dapat mengirimkan surat 

teguran kepada ASN yang melakukan 

pelanggaran.Dengan demikian, Peraturan 

Bupati Nomor 48 Tahun 2018 ini tidak 

hanya sebagai panduan tetapi juga 

sebagai instrumen yang efektif dalam 

menciptakan lingkungan kerja yang 

tertib, profesional, dan efisien di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Kampar. Melalui implementasi peraturan 

ini, diharapkan disiplin dan tanggung 

jawab PNS dapat ditingkatkan, sehingga 

tujuan pelayanan publik yang berkualitas 

dapat tercapai dengan lebih baik. 

Pemotongan Tambahan Penghasilan 

Pegawai (TPP) 

Tambahan Penghasilan Pegawai 

(TPP) adalah bentuk kompensasi 

tambahan yang diberikan kepada 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di luar gaji 

pokok mereka. TPP ini diberikan sebagai 

insentif untuk mendorong kinerja yang 

lebih baik dan sebagai upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan pegawai. 

Besaran TPP biasanya ditentukan 

berdasarkan berbagai faktor, seperti 

tingkat jabatan, beban kerja, dan prestasi 

kerja. TPP bertujuan untuk 

mengapresiasi kinerja pegawai yang 

telah menunjukkan dedikasi dan 

komitmen tinggi dalam melaksanakan 

tugas mereka. Selain sebagai 

penghargaan, TPP juga berfungsi sebagai 

alat untuk meningkatkan disiplin dan 

produktivitas pegawai. Dengan 

mengaitkan TPP dengan kinerja dan 

kehadiran, diharapkan pegawai akan 

lebih termotivasi untuk bekerja dengan 

baik dan mematuhi aturan-aturan yang 

berlaku. Misalnya, di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kampar, pemotongan TPP 

diterapkan sebagai sanksi bagi pegawai 

yang tidak hadir atau melanggar disiplin. 

Langkah ini diambil untuk memastikan 

bahwa TPP benar-benar mencerminkan 

kinerja dan kontribusi pegawai terhadap 

pencapaian tujuan organisasi. 

Selain penerapan fingerprint dan 

perekapan absen, Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kampar juga menerapkan 

pemotongan Tambahan Penghasilan 

Pegawai (TPP) sebagai langkah 

tambahan untuk mendisiplinkan 

karyawan. Pemotongan TPP dilakukan 

terhadap pegawai yang tidak memenuhi 

kewajiban kehadiran atau melanggar 

aturan kedisiplinan yang telah ditetapkan. 

Kebijakan ini bertujuan untuk 

memberikan efek jera dan menegaskan 

pentingnya kehadiran dan kinerja yang 

konsisten. Dengan adanya pemotongan 

TPP, setiap pegawai diharapkan lebih 

sadar akan tanggung jawab mereka dan 

termotivasi untuk hadir dan bekerja 

sesuai dengan jadwal yang telah 

ditetapkan, karena ketidakhadiran atau 

pelanggaran akan berdampak langsung 

pada penghasilan mereka. 

2. Disiplin Peraturan 

Disiplin peraturan adalah konsep 

dalam manajemen organisasi yang 

memastikan bahwa semua anggota, baik 

itu pegawai, manajer, atau staf 

pendukung, mematuhi aturan, kebijakan, 

dan prosedur yang telah ditetapkan. 

Disiplin peraturan bertujuan untuk 

menciptakan keteraturan, efisiensi, dan 

efektivitas dalam operasional sehari-hari. 

Ini mencakup ketaatan terhadap jam 

kerja, etika kerja, prosedur operasional 

standar, dan berbagai kebijakan lain yang 

berlaku di suatu organisasi. Penerapan 

disiplin peraturan yang baik 

memungkinkan organisasi untuk 
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berfungsi secara optimal, mengurangi 

kesalahan, dan memastikan bahwa 

tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai 

dengan lebih mudah. 

Pada dasarnya, disiplin peraturan 

memerlukan penegakan yang konsisten 

dan adil, bahwa aturan harus diterapkan 

sama untuk semua orang, tanpa 

pengecualian. Penegakan disiplin 

terhadap aturan yang konsisten 

menciptakan keadilan dan mendorong 

kepatuhan di antara anggota organisasi. 

Pegawai harus tahu bahwa ada 

konsekuensi nyata untuk pelanggaran 

aturan, seperti teguran tertulis, 

penundaan kenaikan pangkat, atau 

bahkan pemecatan dalam kasus 

pelanggaran berat. Sebaliknya, 

kepatuhan terhadap aturan juga harus 

dihargai dan diakui untuk mendorong 

perilaku positif. Pengakuan dan 

penghargaan terhadap karyawan yang 

disiplin dapat meningkatkan motivasi 

dan komitmen mereka terhadap 

pekerjaan. Secara keseluruhan, disiplin 

peraturan adalah elemen kunci dalam 

manajemen organisasi yang efektif 

khusunya pada secretariat Daerah 

Kabupaten Kampar. Dengan memastikan 

bahwa semua aparat Pemerintahan 

mematuhi aturan yang ada, organisasi 

dapat beroperasi dengan lebih efisien, 

mencapai tujuan yang ditetapkan, dan 

memberikan pelayanan public pada 

masyarakat. Disiplin peraturan juga 

membantu menciptakan lingkungan kerja 

yang harmonis, meningkatkan 

akuntabilitas, dan menjaga integritas 

organisasi. 

Pentingnya Standar Operasional 

Prosedur (SOP) dalam mengatur 

berbagai aspek operasional di sekretariat. 

SOP, atau Standar Operasional Prosedur, 

adalah dokumen yang berisi panduan dan 

aturan yang harus diikuti oleh semua 

pegawai. Di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kampar, SOP mencakup 

berbagai hal penting seperti pengelolaan 

pegawai, pengaturan kerja, jam kerja, 

hingga kebijakan penggajian. Dengan 

adanya SOP, setiap pegawai memiliki 

pedoman yang jelas tentang tugas dan 

tanggung jawab mereka, sehingga 

membantu dalam menjaga keteraturan 

dan konsistensi dalam menjalankan tugas 

sehari-hari. SOP memastikan bahwa 

semua proses operasional berjalan sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan, 

mengurangi kemungkinan kesalahan, 

dan meningkatkan efisiensi serta 

efektivitas kerja. 

Di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kampar, kedisiplinan dan kepatuhan 

terhadap aturan kantor menjadi prioritas 

utama, yang tercermin dari rendahnya 

tingkat pelanggaran di antara Aparatur 

Sipil Negara (ASN). Salah satu faktor 

utama yang mendukung tingginya 

tingkat kepatuhan ini adalah adanya 

Standar Operasional Prosedur (SOP) 

yang jelas dan terperinci. SOP tersebut 

mencakup berbagai aspek operasional 

dan administrasi, termasuk jam kerja, 

tugas dan tanggung jawab, hingga 

prosedur penggajian. Dengan adanya 

SOP yang komprehensif, setiap pegawai 

memiliki panduan yang jelas dalam 

menjalankan tugas-tugas mereka, 

sehingga meminimalisir terjadinya 

kesalahan atau pelanggaran. Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dalam 

penyelesaian pelanggaran PNS yang ada 

di secretariat Daerah Kabupaten Kampar 

sangatlah penting dalam mengatur 

karyawan agar tidak melanggar aturab, 

aturan yang ada, SOP dapat menjadi 

pedoman untuk tetap berperilaku disiplin 

dan berakhlak baik dalam pekerjaan dan 

bersikap. Jika nanti PNS melakukan 

pelanggaran, SOP ini dapat dijadikan 

prosedur dalam memberikan sanksi atau 
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menjatuhkan hukuman, hal inii sangatlah 

penting dalam mengatur karyawan. SOP 

dalam penegakan disiplin PNS ini 

berdasarkan atas regulasi yang ada 

seperti PP nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan SK 

Bupati tentang Penjatuhan Hukuman 

Disiplin. 

3. Disiplin tanggung jawab 

Disiplin tanggung jawab adalah 

komitmen dan kesungguhan dalam 

menjalankan tugas dan kewajiban sesuai 

dengan standar dan waktu yang telah 

ditentukan. Dalam konteks Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kampar, disiplin 

tanggung jawab berarti setiap pegawai 

wajib mematuhi aturan, mengikuti 

prosedur, dan menyelesaikan pekerjaan 

mereka dengan efisien dan tepat waktu. 

Disiplin ini mencakup berbagai aspek, 

seperti mematuhi Standar Operasional 

Prosedur (SOP), memberikan laporan 

yang akurat, bekerja sama dalam tim, 

dan menunjukkan inisiatif dalam 

menyelesaikan tugas. Selain itu, disiplin 

tanggung jawab juga berarti pegawai 

harus bersikap transparan, jujur, dan 

akuntabel dalam setiap tindakan mereka. 

Dengan menerapkan disiplin tanggung 

jawab, pegawai diharapkan dapat 

meningkatkan efisiensi operasional, 

memberikan pelayanan publik yang 

berkualitas, dan membangun budaya 

kerja yang sehat dan produktif, sehingga 

mendukung pencapaian tujuan organisasi 

secara keseluruhan. 

Tanggung jawab karyawan 

mencakup beberapa aspek krusial, salah 

satunya adalah dalam penggunaan dan 

pemeliharaan peralatan. Seorang 

karyawan yang bertanggung jawab 

diharapkan dapat memastikan bahwa 

peralatan yang digunakan dalam kegiatan 

kantor berjalan dengan lancar. Ini 

mencakup penggunaan peralatan secara 

efisien, menjaga kebersihan, serta 

melakukan pemeliharaan yang 

diperlukan. Sikap bertanggung jawab 

terhadap peralatan kantor tidak hanya 

memastikan kelancaran operasional, 

tetapi juga menciptakan lingkungan kerja 

yang aman dan efisien. Peralatan yang 

dirawat dengan baik akan berfungsi 

optimal, mengurangi risiko kerusakan, 

dan menekan biaya perbaikan atau 

penggantian, sehingga mendukung 

keberlanjutan aktivitas kantor sehari-

hari. Aparatur Sipil Negara (ASN) di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar 

memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi 

dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka 

tepat waktu. Menurut Ibu Hermi, 

pencapaian ini didukung oleh sistem 

penjadwalan yang teratur dan pengaturan 

tugas yang jelas bagi setiap pegawai. 

Setiap ASN diberikan tanggung jawab 

spesifik yang diatur dalam jadwal kerja 

yang rinci, sehingga mereka mengetahui 

dengan pasti apa yang harus dikerjakan 

dan kapan harus diselesaikan. Hal ini 

meminimalkan kebingungan dan 

memastikan bahwa semua pekerjaan 

diselesaikan sesuai rencana. Pengaturan 

tugas yang sistematis ini tidak hanya 

membantu dalam manajemen waktu, 

tetapi juga meningkatkan efisiensi 

operasional dan kualitas pelayanan 

publik. Dengan setiap pegawai 

memahami tugas dan tanggung jawab 

mereka, serta bekerja sesuai dengan 

jadwal yang ditetapkan, proses kerja di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar 

berjalan dengan lancar dan terorganisir. 

Hal ini memungkinkan pelayanan kepada 

masyarakat dilakukan dengan lebih cepat 

dan efektif, yang pada akhirnya 

meningkatkan kepuasan dan kepercayaan 

publik terhadap pemerintah daerah. 

Kesimpulannya, disiplinn 

tanggungjawab dan pengaturan tugas 
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yang baik di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kampar menjadi kunci dalam 

mencapai produktivitas dan efisiensi 

yang optimal. 

Pemberian Sanksi sesuai tingkat 

kesalahan ASN 

Untuk menjaga integritas dan 

efisiensi operasional, setiap pelanggaran 

akan dikenakan sanksi sesuai dengan 

tingkat kesalahannya. Misalnya, 

ketidakhadiran tanpa izin yang sering 

atau keterlambatan berulang kali dapat 

berujung pada pemotongan tunjangan 

atau peringatan tertulis. Tindakan ini 

diambil untuk menegakkan disiplin dan 

memastikan bahwa setiap pegawai 

memahami pentingnya mematuhi aturan 

yang telah ditetapkan. Dengan penerapan 

sanksi ini, diharapkan para pegawai akan 

lebih bertanggung jawab dalam 

menjalankan tugas mereka dan lebih 

menghargai ketepatan waktu serta 

kehadiran di tempat kerja. 

Sedangkan pelanggaran yang 

lebih serius, seperti tidak menyelesaikan 

tugas kritis yang berdampak pada 

pelayanan publik, bisa berujung pada 

sanksi yang lebih berat, seperti 

penurunan pangkat atau bahkan 

pemecatan. Langkah ini diambil untuk 

menunjukkan bahwa setiap tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan kepada 

pegawai harus dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya. Pelanggaran serius yang 

mengganggu operasional dan pelayanan 

publik tidak bisa ditoleransi dan akan 

mendapatkan konsekuensi yang sesuai. 

Dengan adanya aturan dan sanksi yang 

jelas, diharapkan dapat tercipta 

lingkungan kerja yang lebih disiplin, 

profesional, dan berorientasi pada kinerja 

serta pelayanan yang optimal. 

Dalam menerapkan disiplin 

tanggung jawab, Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kampar memiliki kebijakan 

tegas terhadap ASN (Aparatur Sipil 

Negara) dan PPPK (Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja) yang tidak 

bertanggung jawab atas pekerjaan 

mereka. Ketidak bertanggungjawaban ini 

bisa berupa berbagai bentuk, seperti tidak 

menyelesaikan tugas tepat waktu, tidak 

mematuhi standar kerja, atau tidak 

mengikuti prosedur yang telah 

ditetapkan. Untuk menjaga integritas dan 

efisiensi operasional, setiap pelanggaran 

akan dikenakan sanksi sesuai dengan 

tingkat kesalahannya. Misalnya, 

ketidakhadiran tanpa izin yang sering 

atau keterlambatan berulang kali dapat 

berujung pada pemotongan tunjangan 

atau peringatan tertulis. Sedangkan 

pelanggaran yang lebih serius, seperti 

tidak menyelesaikan tugas kritis yang 

berdampak pada pelayanan publik, bisa 

berujung pada sanksi yang lebih berat, 

seperti penurunan pangkat atau 

pemecatan. Proses penjatuhan sanksi ini 

diawali dengan evaluasi dan penilaian 

yang objektif terhadap pelanggaran yang 

dilakukan. Jika ditemukan ASN atau 

PPPK yang tidak bertanggung jawab 

dalam pekerjaannya, langkah pertama 

biasanya adalah memberikan teguran 

lisan atau peringatan tertulis, tergantung 

pada beratnya pelanggaran. Teguran ini 

bertujuan untuk mengingatkan dan 

memberikan kesempatan kepada pegawai 

yang bersangkutan untuk memperbaiki 

kinerjanya. Jika pelanggaran berlanjut, 

maka sanksi administratif seperti 

pemotongan tunjangan kinerja atau 

penundaan kenaikan pangkat dapat 

diterapkan. Pemotongan TPP (Tambahan 

Penghasilan Pegawai) sebesar 5% per 

hari ketidakhadiran adalah salah satu 

contoh nyata dari penerapan sanksi ini. 

Selain sanksi administratif, 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar 

juga memberikan pelatihan dan 
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pembinaan kepada pegawai yang 

melakukan pelanggaran. Tujuannya 

adalah untuk membantu mereka 

memahami pentingnya tanggung jawab 

dalam pekerjaan dan bagaimana cara 

meningkatkan kinerja mereka. Langkah 

ini tidak hanya bertujuan untuk 

menghukum, tetapi juga untuk mendidik 

dan memperbaiki perilaku pegawai agar 

lebih sesuai dengan standar yang 

diharapkan. Dengan pendekatan ini, 

diharapkan pegawai dapat belajar dari 

kesalahan mereka dan menjadi lebih 

bertanggung jawab dalam melaksanakan 

tugas. 

 

Pemberian Surat Peringatan 

Untuk mengurangi pelanggaran 

disiplin di kalangan karyawan, 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar 

menerapkan berbagai upaya termasuk 

pemberian surat teguran dan surat 

peringatan (SP) dari SP 1 hingga SP 3. 

Surat teguran ini diberikan sebagai 

langkah awal untuk 

mengingatkan karyawan yang melanggar 

aturan atau tidak memenuhi standar kerja 

yang telah ditetapkan. SP 1 diberikan 

sebagai peringatan awal, biasanya untuk 

pelanggaran ringan seperti keterlambatan 

atau ketidakhadiran tanpa alasan yang 

jelas. Jika pelanggaran berlanjut, SP 2 

dikeluarkan sebagai peringatan yang 

lebih serius, menandakan bahwa 

karyawan harus segera memperbaiki 

perilakunya atau menghadapi 

konsekuensi yang lebih berat. 

Pertama-tama, SP 1 atau Surat 

Peringatan 1 biasanya diberikan sebagai 

peringatan lisan atau tertulis pertama 

kepada pegawai yang melakukan 

pelanggaran aturan, seperti sering 

terlambat atau absen tanpa keterangan. 

Tujuan dari SP 1 adalah untuk memberi 

kesempatan kepada pegawai untuk 

memperbaiki perilakunya dan 

menyesuaikan diri dengan tuntutan 

disiplin di lingkungan kerja. Apabila 

perilaku yang melanggar aturan terus 

berlanjut, pegawai tersebut dapat 

dikenakan SP 2 atau Surat Peringatan 2. 

SP 2 umumnya bersifat lebih resmi dan 

seringkali tertulis, dengan menyebutkan 

secara jelas pelanggaran yang dilakukan 

dan konsekuensi yang lebih serius jika 

perilaku tersebut tidak segera diperbaiki. 

Misalnya, SP 2 dapat berdampak pada 

penundaan kenaikan pangkat atau 

evaluasi kinerja yang buruk, yang 

berpotensi mempengaruhi karir pegawai 

tersebut di masa depan. Jika pelanggaran 

disiplin terus berlanjut dan pegawai tidak 

menunjukkan perbaikan, maka sanksi 

administratif yang lebih berat akan 

diberlakukan. Salah satunya adalah Surat 

Peringatan (SP) 3, yang merupakan tahap 

akhir dalam rangkaian surat peringatan. 

SP 3 sering kali menjadi langkah terakhir 

sebelum tindakan disiplin yang lebih 

drastis diambil. Pemberian SP 3 

menandakan bahwa pelanggaran yang 

dilakukan sudah sangat serius dan 

memerlukan penanganan yang tegas dari 

pihak manajemen. 

Disiplin dan tanggung jawab 

memiliki peran yang sangat penting 

dalam menjaga kinerja dan integritas 

ASN di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kampar. Kedua nilai ini tidak hanya 

menjadi landasan moral, tetapi juga pilar 

utama dalam menjaga efisiensi dan 

kepercayaan masyarakat terhadap 

pelayanan publik yang diberikan. Di 

tengah tuntutan untuk memberikan 

pelayanan yang berkualitas, disiplin 

menjadi fondasi yang menopang 

keberhasilan setiap proses operasional 

dan administratif. Penerapan disiplin di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar 

membantu memastikan bahwa setiap 

ASN memahami dan mematuhi aturan-
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aturan yang telah ditetapkan, mulai dari 

jam kerja hingga prosedur administratif 

lainnya. Dengan disiplin yang kuat, ASN 

dapat bekerja dengan konsisten dan 

efisien, menghindari kelalaian atau 

penyalahgunaan wewenang yang dapat 

merugikan pelayanan publik dan reputasi 

organisasi. Selain itu, disiplin juga 

menjadi jaminan bahwa setiap tugas dan 

tanggung jawab dilaksanakan dengan 

profesionalisme, menjaga standar tinggi 

dalam setiap interaksi dengan publik 

maupun sesama pegawai. 

ASN yang bertanggung jawab 

cenderung lebih terlibat dan berinisiatif 

dalam meningkatkan kualitas kerja serta 

mematuhi aturan yang berlaku tanpa 

harus dipaksa atau diawasi secara ketat. 

Hal ini tidak hanya meningkatkan 

efisiensi operasional, tetapi juga 

menciptakan lingkungan kerja yang 

harmonis dan saling mendukung di 

Sekretariat Daerah. 

Secara keseluruhan, disiplin dan 

tanggung jawab dalam praktek sehari-

hari di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kampar tidak hanya mencerminkan 

profesionalisme ASN, tetapi juga 

mendukung visi untuk memberikan 

pelayanan publik yang bermutu dan 

berkualitas tinggi kepada masyarakat. 

Dengan membangun fondasi yang kuat 

dalam hal ini, Sekretariat Daerah dapat 

terus bergerak maju dalam mencapai 

tujuan organisasi dan memberikan 

dampak positif yang signifikan bagi 

masyarakat. 

3.3.1 Pelatihan dan 

Pembinaan Aparatur Sipil Negara 

(ASN) 

Peningkatan kualitas pelayanan merujuk 

pada upaya sistematis untuk 

memperbaiki dan mengoptimalkan 

berbagai aspek dalam penyampaian 

layanan kepada masyarakat. Tujuan 

utama dari peningkatan kualitas 

pelayanan adalah untuk memastikan 

bahwa layanan yang diberikan 

memenuhi atau bahkan melebihi harapan 

dan kebutuhan pengguna, serta untuk 

meningkatkan kepuasan dan kepercayaan 

publik terhadap penyedia layanan. 

Berikut adalah beberapa poin penting 

pelatihan dan pembinaan yang dilakukan 

mengenai peningkatan kualitas pelayanan 

di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kampar: 

1. Efisiensi dan Kecepatan, 

Meningkatkan kualitas pelayanan 

berarti membuat proses layanan 

lebih efisien dan cepat. Ini 

mencakup pengurangan waktu 

tunggu, pengurangan birokrasi 

yang tidak perlu, dan 

pemanfaatan teknologi untuk 

mempercepat proses administrasi. 

Dengan layanan yang cepat, 

masyarakat tidak perlu menunggu 

lama untuk mendapatkan apa 

yang mereka butuhkan, yang pada 

gilirannya meningkatkan 

kepuasan mereka. 

2. Akurasi dan Ketepatan: 

Peningkatan kualitas pelayanan 

juga berkaitan dengan akurasi 

dan ketepatan dalam menangani 

permohonan atau masalah. 

Layanan yang berkualitas tinggi 

memastikan bahwa informasi dan 

keputusan yang diberikan benar 

dan sesuai dengan kebutuhan atau 

permintaan pengguna. Ini 

membantu menghindari kesalahan 

dan revisi yang dapat 

menyebabkan keterlambatan dan 

ketidakpuasan. 

3. Profesionalisme dan Ramah: 

Kualitas pelayanan yang baik 

melibatkan interaksi yang 
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profesional dan ramah antara 

pegawai dan pengguna layanan. 

Pelayanan yang sopan, empati, 

dan responsif terhadap kebutuhan 

pengguna menciptakan 

pengalaman yang positif dan 

membuat masyarakat merasa 

dihargai. Pelatihan pegawai 

dalam keterampilan layanan 

pelanggan adalah kunci untuk 

mencapai tingkat profesionalisme 

ini. 

4. Transparansi dan Aksesibilitas: 

Peningkatan kualitas pelayanan 

juga mencakup aspek 

transparansi dalam proses dan 

aksesibilitas informasi. Pengguna 

layanan harus memiliki akses 

yang jelas dan mudah ke 

informasi tentang prosedur, 

waktu proses, dan hasil layanan. 

Ini membantu membangun 

kepercayaan dan memastikan 

bahwa masyarakat tidak merasa 

diperlakukan secara tidak adil 

atau dibiarkan dalam 

ketidakpastian. 

5. Umpan Balik dan Perbaikan 

Berkelanjutan: Peningkatan 

kualitas pelayanan melibatkan 

mekanisme untuk menerima dan 

menangani umpan balik dari 

pengguna. Dengan 

mendengarkan dan menanggapi 

masukan dari masyarakat, 

penyedia layanan dapat 

melakukan perbaikan yang 

berkelanjutan. Proses ini 

memastikan bahwa pelayanan 

terus berkembang dan 

beradaptasi dengan perubahan 

kebutuhan dan harapan 

pengguna. 

 

Kesimpulan dan saran 

Berdasarkan penelitian yang 

peneliti lakukan terdapat beberapa hasil 

yang ditemukan berdsarkan beberapa 

indikator kedisiplinan kerja yaitu 

indikator disiplin waktu, disiplin aturan 

dan disiplin tanggung jawab. Dalam 

disiplin waktu terdapat beberapa hal yang 

dilakukan yaitu: pertama meningkatkan 

absensi elektronik, kedua adanya 

Pemotongan Tambahan Penghasilan 

Pegawai (TPP). Terakhir adanya 

perekapan absensi dan teguran dari 

BKPSDM. Kemudian, disiplin aturan, 

disiplin peraturan di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kampar adalah dibuatnya 

Standard Operasional Prosedur (SOP) 

untuk mengatur segala hal yang ada di 

Sekretariat. Kemudian, disipline 

tanggungjawab, dalam disiplin tanggung 

jawab terdapat beberapa tindakan yang 

dilakukan yaitu pemberian sanksi 

terhadap kariawan, pemberian surat 

peringatan dan melakukan pelatihan dan 

pembinaan SDM. 

Saran yang ada untu penelitian 

ini adalhPenegakan Aturan dan 

Kebijakan: Pastikan kebijakan terkait 

kedisiplinan dan tanggung jawab 

dipahami oleh semua pegawai. 

Penegakan yang konsisten terhadap 

aturan-aturan ini akan memperkuat 

budaya kerja yang disiplin dan 

bertanggung jawab.Penghargaan dan 

Pengakuan: Selain sanksi, penghargaan 

dan pengakuan atas pencapaian yang 

baik juga penting. Ini tidak hanya 

meningkatkan motivasi, tetapi juga 

memperkuat kesadaran akan tanggung 

jawab dalam pekerjaan. Kemudian 

Evaluasi dan Umpan Balik Berkala: 

Lakukan evaluasi kinerja secara berkala 

dan berikan umpan balik konstruktif 

kepada pegawai. Ini tidak hanya 

membantu mereka untuk terus 



JOM FISIP Vol. 11: Edisi II Juli - Desember 2024 Page 15  

memperbaiki kinerja, tetapi juga 

memperkuat kesadaran akan tanggung 

jawab mereka terhadap hasil kerja. 
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